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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWES| TENGAH

DENGAN

PERKUMPULAN PEMBER| JASA BANTUAN HUKUM KUONAMI
CABANG BUOL

NOMOR : W.24 HN.04.03-759
Pada hari ini Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 bertempat di Kanior

Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah
ini .

I, Nama . Rakhmat Renaidy
Jabatan - Kepala Kantor Wilayah Kementeran Hukum Sulawesi Tengah
Alamat +JI. Dewi Sartika No, 23 Palu

Datam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menter Hukum, selanjutnya disebut
sebagal PIHAK KESATU,

. MWama o Andriwawan MS. Husen
Jaba@n Direkriketus Perkumpuian Pemberi Jasa Bantuan Hukum
Kuonami Cabang Buol
Alamat - Jl. H, Tarakuku Kelurahan Kal Kecamatan Biau, Kabupaten
Buol

Datam hal ini bedindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pemben Jasa
Bantuan Hukum Kucnami Cabang Buol, sslanjuinya dissbut PIHAK KEDUA,

PiHAK KEBATU dan FIHAK KEDUA secara besania-sama selanjuliiya disebul FARA
PIHAK terebih dahulu menjelaskan

a PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.

b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasl kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sabagal Pemben
Bantuan Hukum perinde tahun 2025 sd 2027 berdasarkan Kepotusan Menten
Hukum Nomor MHH-5HN04,03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi
Bantuan Hukum yang Lulus Verffikasl dan Akreditasi sebagal Pembern Bantuan
Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Kaputusan Menteri Hukum Nomor

|



M.HH-5 HN.04.032 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang
Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pember Bantuan Hukum Periode
Tahun 2025 s.d 2027, dengan siatus akreditasi C.

Dengan memperhatikan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berdaku
sabagai berhut:

1

dn

10

11

12

13

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Reoublik Indoneasia Nomor 4286);

Undang-Undang Momor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomear 52487,

Undang-Undang Nomor 62 Tehun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Balanja MNegara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 226);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cama
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran
Megara Republik indonesia Tahun 2013 Nomer 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5421},

Faraturan Mentari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10
Tahur 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cars Pembenan Bantuan Hukum dan
Panysluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20156
Nomar 8168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasl Manusia Bl Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri Momor 0 Tahun 2015 tentang
Daraturan Pelaksanasn Persturan Pemerintah Momor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 2130},

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Momor 82 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonasia
Tahun 2024 Nomor 801),

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negars Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Perateran Menteri Hukum Republix Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 lentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Repubilk indonesia
Tahun 2024 Nomor B32);

Peraturan Menteri Hukum Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Orpanisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 812);

Keputusan Manter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia Mamaor
M.HH-01 HN. 03,02 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Baniuan Hukum Litigasi
dan Mon Litigasi;

Keputusan Meantern Hukum MNeomor M.HH-5 HM 04 03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akraeditasi sebaga:
Pember Bantuan Hukum Periode Tahun 2026 s.d. 2027,

Keputusan Mentern Hukum Nomor M HH-8 HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakraditasi Kembali
sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027

Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN MNomor PHN HN.04.03-810 Tzhun 2023

i



14.

tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum,

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor @ SP DIPA-
135.11.2693116/2025 Tanggal 21 Februan 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
dengan ketertuan sebagai berkut :

BAB 1
KETENTLUAN LIMLUM

Pasal 1

Calam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1.
2

3.

i

()

Badan Pembinaan Hukum Masional yang selaniutnya disingkat BPHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum selaku Penyelenggara Bantuan Hukum..
K.antor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.
Panitia Pengawas Pusat yang selanjuinya disebut Panwaspus adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasl temadap
penyslenggaraan bantuan hukum.
Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
panyalanggaraan bantuan hukum di dasrah
Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan bantuan hukum baik
secara berkala maupun insidentil yang dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.
Evaluasl adalah penilaian atau pengukuran dalam ranghka perbaikan pelaksanaan
bantuan hukum.
Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang
disslangparskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional unfuk menunjang
pelaksanaan pembaran bantuan hukum.
Har adalah har kernja.
BAB i
MAKSUD DAN TUJUAN

Fasal 2
Perjarjien  Pelaksangan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagsi dasar
pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dan Anggaran

Pendspatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk memberikan

kepastian pemberian bantian hukum kepada orang miskin atau kelompok orang
mizkin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum
di Provinsi Sulawesi Tengah



BAEB I
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini melipull ;
a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdala, dan/atau Tata
Usaha Negara, pada tahap :
1)  Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;
2} Persidangan di Pengadilan Tingkat | |
3) Persidengan di Pengadilan Tingkat Banding |
4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau
8} Peninjauan Kembali
b, Pemberian Bantuan Hukum Mon Litgasi dalam kegiatan ;
1) Penyuluhan Hukum;
2) Konsultasi Hukum;
3) Invesfigasi Kasus, batk secara elektronik maupun nonelektronik;
4) Penelitian Hukum,
5) Medas;
€) MNegosiasi]
7) Pemberdayaan Masyarakat,
8) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
g8) Drafting dokumen hukum.
. Hak dan kewajiban, jangka wakiu, mekanisme penyelesaian perselisihan,
perianjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (addendum), sanksi, dan
keadaan kahar (forme majeuna)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pagzal 4
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut
a PIHAK KESATU
1) Hak:

a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan danfatau mempublikasikan
dokumen hasil pemberian bantuan hukum,

k) Memberkan rekomendasi penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran terhadap Penanjian Pelaksanaan Banluan
Hukum ini,

2) Kewajiban,

a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesual dengan kebijakan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan;

b} Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang felah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA,

c) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.



b

(1)

(2)
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(4

PIHAK KEDUA
1)  Hak:

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggsran pemberian bantuan

hukum bagl orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK

KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

2) Kewajban :

a) Memberkan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin dengan sebaik-baiknys sesuai dengan standar layanan
bantuan hukum dalam ruang lingkup pekeraan yang diatur pada
Peijanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

b} Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum
secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkaia sesual
dengan kebijakan dan parsturan yang ditetapkan.

e} Mangajukan kelengkapan dokumen peancairan angparan kantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
(lima) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi).

dl Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat &
(ima) hari setelah peokerjaan sclesai atau dokumen penanganan
perkara ditenma (uniuk kegiatan litigas).

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Paszal 5
PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok
arang miskin sebesar |

' no. | JENIS BANTUAN e
' HUKLUM i '
| Perkara/rargiaian 2025 | pantuan Hukum 2025
1 | LITIGASI Rp. 12.000.000, -
- SIS ! Rp.14,700.000- |
2 | MNON LITIGAS Rp. 2.700.000 - |

Dengan rinclan sebagaimana terlampir.
Resaman anggaran bantuan hukum sebagaimana dmaksud pada ayat (1)
tersumber dar DIPA Kantor Wilayah Kementenan Hukum Provinsi Sulawesl
TengahTahun Anggaran 20235.

Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacyu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Non Litigael bardasarkan Keputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Momor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Dalarm hal anggaran bantuan hukum litgasi maupun non litigasi ssbagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin secara mandin/probono.,



BAE W1
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKLUM

Fasal 6
(1) PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran FIHAK KEDUA yang teiah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Fanwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
{1} Pengalihan anggaran ssbagaimana dimaksud daktam Pasal & hanya dapat
dilakukan antar jenie bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan
angaaran non litigasi ke non litigasi)
{2) Pengalihan anggaran tdak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau
kegiatan yang telsh terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah tervenfikas!
dalam Sidbankum.

FPaszal 8

(1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) dituangkan
lebih lanjut dalam Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(adidendum) sebagal bagian yang tidak terpisshkan dalam Perjanjan
Felaksanaan Bantuan Hukum ini.

{2) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat dilakukan
pada Triwulan Il dan/atau Triwulan 1l Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaanya
dilakukan oleh BPHN selaku Panitia Pengawas Pusal dengan mempertimbangkan
persentase serapan anggaran bantuan hukum dan/atau hasil pemantauan dan
eyaluasi penyelenggaraan bantuan hukum

(3) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan ||
sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
a) Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan

apabila PIHAK KEDUA talah menyerap 50% atau lebih dan anggaran yang
tersedis, dengan cara PIHAK KESATL mengalihkan alokasi anggaran dan
Pember Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan |l tidak
mencapai 50% dari anggaran yang tersedia;

b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 50% hingga
pada triwulan || sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialinkan paling
banyak 70% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemben
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telahn menyerap S0% dari  anggaran yang tersedia, dangan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pemben Bantuan
Hukum (IKF) daiam e-monev, dan/atau hasil pemantauan dan evaiuasi.

(4) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan I
sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

a) Peranjian Pelaksanaan Bantan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dan anggaran yang
tersedia dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari
Pembern Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan il tidak
mencapai B0% dari anggaran yang tersedia,

b) Apsbila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapat B0% hingga

B
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pada triwulan |ll sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh
sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah  menyerap 100% darl anggaran yang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Femben Bantuan
Hukum (IKP) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi,
Selain pengalihan anggaran sebagamana dimaksud pada ayat (1) sampal
dengan ayat (4), pihak KESATU dapat melakukan Pedanjian Pelaksanaan
Bartuan Hukum Tambahan {addendum) atas kebijakan Badan Pembinaan Hukum
Masional (BPHN) selaku Paniia Pengawas Pusat danvatau kebgjakan lain
pemenntah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi,
Delam hal satelah Paganjian Pelaksansan Bantuan Hukum Tambahan
{addendum) dilakukan tarjadi ketidakaktifan atau kurang aktif dan PIHAK KEDUA
dalsm pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan
pangalihan anggaran kembali dengan ketentuan yang diatur kemudian

FPasal @

Dalam hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) tidak
ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai bates waktu yang ditentukan, PIHAK
KESATU tetap dapat mengalinkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan tericbih
dahulu dan PIHAK KEDUA.

Tidak ditandatanganinya Peganjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadkan bahan
pemantauan dan evaluasi cleh PIHAK KESATU.

BAB VI
JANGHKA WAKTU

Pasgal 10
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai beraku sejak tanggal 02 Januan
2025 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2025.
PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januan
2025 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
berakhir.
Dalam hal batas wakwu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA fidak dapat mengajukan
pembayaran pada tahun berikutnya.
Pembayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilsksanakan pada tahun beralan sesuai beriakunya Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini.
Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkara
yang pendampingannya dilaksanakan pada tshun berjalan sesual beriakunya
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2024
yang berlsnjut ke tahun 2025, hanys dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukurmnya berlanjut pada tahun anggaran 2025,

Pasal 11

Pendampingan perkara Litigasi stau pelaksanaan kegiatan Nonlitigasi yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan



tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandiri/probono tanpa
melaiui APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandiri dalam Sidbankum.

BAB Vi
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan dar Ketua Panwasda.

{2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) didahului dengan pemeriksaan
kelayskan dokumen tagihan sesual ketentuan sebagai dasar pembayaran atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (reimbursament).

(3} Pengajuan dan persetujuan dokurmen sabagaimana dimakasud pada ayat (1) dan
(2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.

(4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempal secara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketontuan dan mekanisme yang beriaku.

(5) PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Penntah Pencairan Dana (SP20) calam
aplikasi Sidbankum setalah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAR
KEDUA,

(6) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerntah Daemh untuk pemmohonan yang sudah digjukan
kepada PIHAK KESATU

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (8) dapat dianggap sebagai
pelanggaran.

Pasal 13
{1} Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dan PIHAK KEDUA yang m_:d.ur_l
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagal reslisasi
anggaran j
(2) Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagal objek pemantauan dan evaluasi
PIHAK KESATU serta menjadi dasar pertmbangan penetapan anggaran pada
tahun berkutnya.

BAB X
SANKS|

Pasal 14

(1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATL terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilaki ikan oleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kapada
Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman
Kepala BPFHN Momor PHN-55 HN.04.03 tahun 2021 tentang Standar Layanan
Bantuan Hukum. .

(2) Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana dibenkan sanksi
sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
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BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MA.JEURE)

Pasal 15
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan calam
memenuhl Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun
tidek langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure).

Kadaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputl keadaan o luar kendal
dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang fidak
disangaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme.

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian
Palaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Force
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari setefah terjadinya Force Majeurs.

Kerugian yang diderta dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagal
akibat teredinya Force Majeure bukan merupskan fenggung jawab PFIHAK
KESATU, damikian pula sebaliknys.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pazal 16
PARA PIHAK dalam Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam hal tarjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dan atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan
dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikuinya,

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani olah PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) d atas kertas bermeterai cukup yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama,
Blaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
Hal-hal lain vang belum diatur dalam Ferjanjian Peiaksanaan Bantuan Hukum ini
akan distur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian
Palaksanaan Bantuan Hukum Tambshan (addendum) sebagai satu Kesatuan yang
tidak terpizahkan dan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait baniuan hukurm maka Perjanian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara
langsung mengikutl peraturan perundang-undangan dan peraturan kebgakan
tersebut.



DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perianfian ini dibuat dalam 2
{dua) rangkap. masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagl para pihak, rangkap yang lain dapat diparbanyak sesua
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR/KETUA PERKUMPULAN

RIAN HUKLUM S5ULAWESI PEMBERI| JASA BANTUAN HUKUM
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
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